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INTISARI

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan khususnya dalam bidang
pendaftaran tanah dan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta agar
pendaftaran tanah dapat terjangkau diseluruh wilayah Indonesia khususnya didaerah
pedesaan yang dilaksanakan secara sederliana, nuirali, dan cepat maka Kantor
Pertanahan Kabupaien Kupang menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara massal
melalui prona swadaya di Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten
Kupang.

Tujuan dari pcnelitian ini adalah ingin ineiigetahui proses pclaksanaan
pensertipikatan tanah secara massal melalui prona swadaya di Kelurahan Tarus
Kecamatan Kupang Tengah yang disesuaikan dengan Pennenag KBPN Nomor 3 Tahun
1997 serta kendala-kendala yang menghambat sekaligus upaya penyelesr'an terhadap
kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan prona swadaya.

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi adalah Kelurahan Tarus, Kecamatan
Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang telah melaksanakan pensertipikatan tanah
secara massal pada tahun 7:002 dengan jumlah peserta 140 orang yang menghasilkan
144 sertipikat hak milik atas tanah. Dari jumlah populasi sebanyak 140 diambil sampel
sebesar 30% menggunakan teknik random sampling, seliingga sampelnya menejadi 42
orang.

Metode yang digunukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan
analisis data dilakukan dengan secara deskriptif kuaulilatif dan kualitatif, yang mana
hasil disajikan dalam behuik labulasi scderhana dan dalam bentuk uraian untuk menarik
kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penuiis lakukan maka
diperoleh kesimpulan yaitu pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal melalui
prona swadaya yang dilaksanakan di Kelurahan Tarus pada umumnya telah
dilaksanakan scsuai dengan Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 walaupun dalam
tahapan pelaksanaan prona swadaya terdapat tahapan penyuluhan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kupang dan dalam pelaksanaan prona swadaya di Kelurahan
Tarus ditcmui berbagai kenclala yang menghambat proses pelaksanaan tetapi oleh pihak
Kelurahan dan Kantor Pertanahan berupaya untuk menyelesaikaii kendala-kendala yang
menghambat proses prona swadaya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada
j

bangsa Indonesia meiupakan salah salu modal dalam mewujudkan masyarakat

adil dan makmur berd.isarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu maka bangsa Indonesia perlu

menyelenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeliiruh dan

merata diberbagai bidang.

Mengingat pentingnya tanah untuk pembangunan, maka pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-

Pokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang diberi

wewenang untuk mengelola, mengatur dan mengembangkan administrasi

pertanahan, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk

meniberi pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan diantaianya yaitu

meningkatkan pelayanan dalam pendaftaran tanah untuk memberikan jaminau

kepastian hukum Ilax Atas Tanah yang dipunyai masyarakat seci.ra efektif dan

efisien.



Pelayanan Badan Pertanahan Nasional dalam upaya menjamin kepastian

hukum melalui pendaftaran tanah yang efektif dan efisien berarti pelayanan

tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang selalu meningkat dengan baik dan

dapat memberikan manfaat, keuntungan, dan pengaruh yang baik kepada

masyarakat sesuai prosedur dan ketentiian yang berlaku baik dari segi waktu,

prosedur dan biaya.

UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian

hukum mengenai Hak-Hak Atas Tanah, seliingga pemerintah menyelenggarakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang

dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun i960 sebagai

berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1), pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan. dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Penibeiian suial-surat landa bukti hak yang berlaku sebagai alal

penibuktian yang kuat.

Mengenai kepastian hukum hak-hak atas tanah sebagaimana disebut

dalam Pasal 19 Ayat (1) Oleh pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya

pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah tersebut belum memberikan



hasil yang memuaskan. Hal tersebut sesuai pernyataan (Boedi Harsonol999 :

457) bahwa :

Dalam keuyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan
berdasarkan PP. 10/1961 tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup
memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak
memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang
sudah didaftar.

Sehubungan dengan itu maka dalam rangka nieiiingkatkan dukungan yang lebih

baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang

pertanahan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Menurut penjtlasan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

I960 dinyatakaq bahwa pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara

yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang

bersangkulan. Demikiau juga dalam pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga dikeinbangkan sistcm pendaftaran tanah

dengan asas sederhana, anian, terjangkau, inutakhir, dan terbuka. Namun pada

keuyataannya, masyarakat menganggap bahwa pengurusan sertipikat hak atas

tanah masih sulit, berbelit-belit, dan memerlukan waktu lama serta biaya yang

mahal. Hal tersebut senada dengan penjelasan Sudjito (1985 : 5) bahwa :



Ketidaklancaran penyelenggaraan pendaftaran tanah ini sebenarnya
bukan soal biaya saja, tetapi banyak faktor-faktor yang terpengaruh seperti
proses pendaftaran tanah oleh masyarakat dipandang berbelit-belit, kurang
terampilnya pelaksana dan sebagainya.

Laju pembangunan di Kabupaten Kupang begitu cepat baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, seiring dengan meningkatnya\

kesadaran masyarakat dibidang hukum. Hal ini dapat dilihat dari tingginya minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya.

Dalam penjelasan unium Peraiuran Peinerinlah Nomor 24 Tentang

Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Disamping pendaftaran tanah secara sistematik pendaftaran tanah
secara sporadik juga akau ditingkalkan pelaksanaannya. Karena dalam
kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara
individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan
yang akan makin meningkat kegiatannya.

Pendaftaran tanah secara sistimatik lebih diutamakan karena dapat

mempercepat perolelum data inengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar

daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya

hams datang dari pemerintah, seliingga diperlukan dana , lenaga, dan peralalan

yang cukup besar serta harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi

jangka waktu yang panjang maka pemerintah menyelenggarakan system

pendaftaran tanah secara sporadik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai ujung tombak untuk



masyarakat dalam permohonan pensertipikatan tanah, dan dalam upaya untuk

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dibidang pertanahan

yang dcwasa ini sangat merosot, dengan cara menggalakkan pensertipikatan tanah

secara massal melalui prona swadaya

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal diharapkan sesuai dengan

semangat yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 bahwa pensertipikatan tanah diseluruh Indonesia dilaksanakan

dengan cepat, murah, dan sederhana.

Wujud nyata dari program pensertipikatan tanah secara massal tersebut,

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang telah meningkatkan pensertipikatan

tanah secara massal melalui prona swadaya di wilayah Kabupaten Kupang, akan

tetapi menurut infoimasi yang didapat dari masyarakat diketahui bahwa

pelaksanaannya lidak sesuai dengan peraiuran peruiidang-undangan yang berlaku,

baik menyangkut prosedur, waktu, maupun biaya, seliingga sering nieniiubulkan

kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan prona swadaya itu sendiri.

Dengan demikian maka peiiyusun tertarik untuk mengangkat masalah

penserlipikatan tanah secara massal melalui prona swadaya menyangkut dengan

proses pelaksanaan, biaya yang dibuluhkan, dan waktu penyelesaian prona

swadaya di Kelurahan Tarus yang proses pelaksanaannya akan disesuaikan

dengan ketentuan/peraturan yang menyangkut dengan pendaftaran tanah .



Sebagai lokasi penelitian adalah pelaksanaan prona swadaya di Desa

Kotabes Kecamatan Amarasi, akan tetapi karena pertimbangan waktu

pelaksanaannya yang dilakukan pada tahun 2001 dan arsip/berkas yang kurang

lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang maka lokasi penelitian

dipindahkan ke Desa/Kelurahan lain dalam wilayah Kabupaten Kupang.

Berdasarkan araian tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk

mengadakan penelitian di lokasi Kelurahan Tarus dengan judul : EVALUASI

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAE

MELALUI PRONA SWADAYA DI KELURAHAN TARUS KECAMATAN

KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, penyusun ineruinuskaii masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesesuaian antara proses pensertipikatan tanah secara massal

melalui prona swadaya yang dilaksanakan di Kelurahan Tarus Kecainatan

Kupang Tengah Kabupaten Kupang jika dibandingkan dengan pendaftaran

tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 ?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya penyelesaian

terhadap kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan



pensertipikatan tanah secara massal melalui Prona Swadaya di Kelurahan

Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, tenaga dan untuk memfokuskan

penelitian maka dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini dengan

hanya ditekankan pada :

a. Pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal melalui Prona Swadaya yang

dilaksanakan di Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten

Kupang pada tahun 2002.

b. Penuiis membatasi pada kendala-kendala serta upaya penyelesaian yang ada

pada pensertipikatan tanah secara massal melalui prona swadaya yang

dilaksanakan di Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten

Kupang.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelilian

a. Untuk dapat mengctahui kesesuaian antara proses pelaksanaan

pensertipikatan tanah secara massal melalui prona swadaya di Kelurahan

Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang jika dibandingkan

dengan pendaftaran secara spradik menurut Peraturan Pemerintah Nomor



24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3

Tahun1997.

b. Untuk dapat mengetahui kendala-kendala dan upaya penyelesaian

terhadap kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan

pensertipikatan tanah secara massal melalui Prona Swadaya di Kelurahan

Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menamtiah pcngeialiuan bidang pertanahan, khususnya pendaftaran

tanah secara sporadik yang dilaksanakan secara massal melalui Prona

Swadaya sebagai bekal untuk melaksanakan tugas dikemudian hari.

b. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten/

Kota dalam rangka melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal

melalui prona swadaya di masa yang akan dalang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penuiis lakukan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal melalui prona swadaya di

Kelurahan Tarus secara uuiuni telah dilaksanakan sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/

KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pendaftaran Tanah khususnya Pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu dalam

hal Permohonan llak, Pengumpulan dan pengolahan dala fisik, Pengumpulan

dan penelitian dala yuridis, Pemberian Hak, Konversi, Pengakuan Hak atau

Penerbitan Sertipikat.

2. Dalain pelaksanaan prona swadaya di Kelurahan Tarus terdapat kendala-

kendala yang menghambat proses pelaksanaan prona swadaya, baik masalah

adminislrasi dan masalah teknis yang ditemui pada saat dilaksanakan proses

pengukuran sebagai berikut: Kelengkapan data adminislrasi, Kelengkapan

alas bukti hak atas tanali, keterlambatan pelunasan biaya, dan kendala-kendala

teknis yang ditemui pada saat pengukuran, yang selanjutnya, beberapa

kendala tersebut telah dapat diupf.yakan penyelesaiannya oleh pihak

Kelurahan Tanis dan Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
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dengan penyelesaian masalah adminislrasi secara kolcktif, pemberian surat

penegasan kepada para peserta prona swadaya untuk dapat melengkapi alas

bukti hak dan nielunasi pembiayaan dan iiiasalah-inasalah yang bersifat teknis

pada saat pengukuran diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik tanah

dengan pihak kelurahan atau Kantor Pertanahan.

B. S a r a n

1. Dalain proses penyuluhan diharapkan kepada pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Kupang agar lebih nieiiekankan pada pengumpulan syaral-syaral

adiiiinistrasi atau alas bukli mengenai hak alas tanah yang wajib dipenuhi

oleh peserta sehingga tidak menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan

pengumpulan dan pemeriksaan data yuridis serta pengumpulam dan

pengolahan data fisik guna kelanearan pelaksanaan prona agar dapat sesuai

dengan target waktu yang telah ditetapkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Kupang..

2. Pensertipikatan lanah secara massal di wilayah Kabupaten Kupang

diharapkan dilaksanakan secara berkelanjulan karena begilu liugginya retinal

masyarakat untuk menjadi peserta prona swadaya, disamping masih banyak

bidang tanali yang belum bersertipikat di wilayah Kabupaten Kupang.
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